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EDITORIAL

Jurnal Legalitas Edisi Volume 8§ Nomeor 2 Bulan Oktober 2015, hadir
dinwali dengan tulisan yvang mengkaji tentang bidang pemcrintahan daerah
dengan judul Cronomi Dacraly dan Etnitas Menuju Kebijakan Pemekaran
Daerah Kabupaten Poluovaro oleh Sastro M. Wantu Alumni Progrm
Doktor Univ. Brawijaya Malang. Berikutnys Daud Rahim menyajikan
tulisan dengan judul  Linjawan Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang
Piutang  dalam  keadaan  pailit menurud hukum  positii di  Tndonesia.
Selanjuinya tulisan dari bidang Pidana disajikan oleh Dckan Fakultas
hukum Univ. Negeri Gorontalo yvakni Moh. Rusdiyante U. Pulubulawa
yang menulis tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Erik Profesi berupa
tindak pidana vang dilakukan oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda
Gorontalo,  Selanjutnya tulisan  tentang  hukum  perdata dengan judul
Analisis hukum waris rerkair penfuatan ranal budel olelt sebagian ahli
wariy vang di tulis oleh Dolot Alhasni Bakung. Tulisan sclanjutnya dengan
Judul Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerali Provins: Gorontalo Nomar
10 Tahun 2004 Mengenal Kawasan Tanpa Rokok di universifas Negeri
Corontaly yang ditulis oleh Bayu Lesmana Taruna.

Tulisan tentang whisdleblower kemudian diketengahkan oleh Yoslan
K. Koni dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan
Justice Collaborator Dalam Upava Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
Kemudian kajian tentang filsafat teori disajikan oleh kandidat doktor Univ.
Brawijaya dengan judul tulisan  Mendesain Teori Hukum  Pancasila.
Selanjutnya tulisan dengan judul Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana
Perempuan dari Aspek Gender i Lembaga Pemasyarakaian Gorontalo
oleli  lsmail H. Tomu. Berikutnya tulisan vang diketensahkan oleh

Ramdhan Kasim dengan judul Paradigma dan  Langhali Progresif

Turnal Legatizas Vol. § No. 2 Okeoher 2015 m
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PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
BERUPA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGLOTA POLRI
(STUDI KASUS POLDA GORONTALG)

el - Moh, Rusdivanto U, Pululudawa

=

penyelesaian yang cukup baik

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang “Penpelesalun Pelanggaran Kode Feik Profess ﬂrr.l:llr:-a
Tindak Pidana Yang Didakukan Oleh Anggota Polri (Smdi Kams Polda
Gorontala)” Rumusan maslah vang hendak dijawab dalam penelitian ini a_dalah
bagaimana bentuk-bentuk  pelanggaran kode etik kepalisian, dan hlug,a:manz?
penyelesaian terhadap anggota yvang melakukan Ec]anggam_n knr.?::_u[:k Iprufr:*:q
kepolisian dan mengakiibatkan terjadinya rindak pidana. Jenis yuridis sosiologis,
dengan lokasi penelitian i Polda Gorontalo, sementara sumber data  yang
digunakan dalam penclitian ini adalah data primer dan data sekunder, dan setelah
data terkumpul, aka dianalisis secara Lualitatil, Penelitian ini menemuban baliwa
pelanggaran kode etk vang terjadi di Polda Gorontalo memang mengalami
peningkatan dari tahun scbelumnya, namun hal iu diimbanei denzan proses

Kata Kunci : Penyvelesaian, Pelaneearan, Tindak Pidana, Anggoi Poled

A. Latar Belakang

Kepolisian ~ Mepara  Republik
Indonesia merupakan alat nesara vang
berperan dalam memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, memberikan
dungan, penpavoman dan  pelayvanan

serla perlin-

kepada masyarakat  dalam  rangka
l’:rpchhm'a“}"ﬂ keamanan dalam
I'LE.E_{;_-]-[I"H
Ind Kepolisian ~ Negara  Republik
n : o =
k-EnESIa belakangan ini terus  diuji
a : _
Al diterpa kasus-kasus seperti
I;Tﬁ————_
Tahu:?.és ayat (1) Undang-Undang Momor 2
ind !1:3_‘1[302 tentang Kepalisian Megara Republik

Juien ;
il f—t'gahrf:.s' Faf. 8 Na, 2 €hitahee2it 3

penyuapan, korupsi, 1AM dan berbagam

kasus pidana lainnva. Kasus  terus
bermunculan seperti tiduk ada habisnva,
Belum tuntas satu kasus, muncul kasus
harw. tetapi saat ini opini masyarakat

berkembang bahwa menganggap scolah

setigp anggota  Polri kebal  hukum.
karena  banyaknva  kasus  yang
meibatkan  polisi  mengoap  sebelum
sampai dipersidingan.
Peraturan-pertauran  yvang  terkai
dengan  kepolisian  wvakni,  Undang-

Undang Momer 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negarn Republik Indonesia.

Peraturan  Pemerintah Momor |otehon
2003 temtang Pemberhentian Anggaola

Kepolisian Negara Republik Indonese,




Peraturan Kapolei Nomeor 7 Tahun 2006
tanggal 1 Juli 2004 tentang Kode Etik
Kepolisian Republik
Akan  tetapi banvaknva
aturan vang  mengikat Polr
tidak

Prafesi Mesara
Indonesia.
terselhin
menjamin  tumbuhinya
prolessional dalam diri sebagian an-

gotanya.

Jiwa

Secara umum, data perbandingan
Pelangearan dilakukan  olch

anggota Polri pada periode 2012 dan

vang

2013 sebagai  berikut:  pelangparan
disiplin. 2071 kasus  {turun rmerjadi

32%), pelanggraan kode etik profesi
409 kasus (turun menjadi 61%) dan
tindak pidana 438 kasus (naik 2007,

Apabils dilihat deri jenis
pelanggaran pidana vang  dilakukan

oleh anggota Polri dalam kurun wakiu
tahun 2013 meliputi narkoba |80 kasus
(naik 88 kasus), penganiavaan 101
kasus (naik 9 kasus), penadah/curanmor
74 Kasus (turun 15 kasus), lahgun senpi
6l Easus (naik 36 kasus), pencurian 64

kasus  (naitk 50  kasus), lain-lain
sehanyak 211 kasus (naik 139 kasus)™
Lembiaga Repolisian  Nesara

Republik Indonesia merupakan  salah
satu lembaga  pemerintahan dibawah
Presiden yang memiliki peran, fungsi
dan tugas pokek melaksanakan urusan
keamanan dalam negeri yang meliputi
(1) dan
ketertiban masyarakat; (2) penegakan

pemelibaraan keamanan

hukum; (3) perlindungan, PengayGman
dan  pelayanan kepada masyarakar.”

40

Data Komgolnas tahuen 2014
ag 1y

Ik
" Wgatiya, Penegakan Hukum Kode Crik frofasi
Polri terhadap anggota Palri wang melakukan
tindak Pidana (Studi Kasus Pada  Polresta
Pontianak) Pontianak : Jurnal, Hal, 2

32

Hal tersehut bertolak belakang deg,
lenomena sering terjadi. Perkara pids

tidak hanya dilakukan  oleh 1y,

rakal,  namun juga oleh Ay
Kepolisian,

Disisi lain hal vang begitu e
yvang perlu diketahui bersama val

kesadaran hukum bagi seluruh |_jr'|i.::
anggota Polr dan masyarakat St:lzénj_:l
lerciptanya  suatu  keamanan &
ketertiban, hal ini sesuai dengan ty,
Polei dan sesuai yang diamanahkan Br
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2(;1:
lentang  POLRI tereiy
keamanan, tentram, tertib, damaj se

tjuan hukum tercapai,

sehingga

Berdasarkan vraian diatas, mg)
dapat di simpulkan hahwa Kepalisi;
dapat memberikan  rasa aman  d
tenteram  terhadap  setiap masvarah
sosial
masyarakat ilu sendiri schingga dap
tereiptanya hukum  yang  baik

dapat memberikan rasa aman, tertih d

tanpa  melihar  status

an

terkendali sesuai dengan lungs duf
kepalisian terschuyt.

Dari data wvang diperaleh pad
Kepolisian  Daerah
pidana yang dilakukan anggota ol
Khususnya Polda G crontalo rentan
wakly 2000 sampar 2014
bertkut, pada tahun 2010 kasus tindal
pidana terdapat 20 kasus, pada lalu
2011 menururn 18 kasus, pada tehul

Clorontalo  Lindé

sebaml

2012 menurun sampai 14 Kasus, daf
pada tahun 2013 menuruin 7 kasus 03
pada tahun 2014 naik menjadi 9 hast
Begitu banyak kasus vang terjadi dala®
Karum wakin 4 b nmmm_iuiki’"
bahwa Kepolisian  harus lebih  eg®
dalam menjatuhkan sanksi terhad®
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R

I'.“““,1_1;,;r1|1|11 polisi yanr melakukan
okt i

findak pidana. : i
Lintuk menyelesaikan perkara yang
Palri

anegoia

oleh

dilakukan B
disesuaikan denean SUsunan organisas
I s B

Polri. : ;
berjenjang dari tingkat pusal sampal
kewilayahan. Dalam hal ini organisasi
polri tingkat [Pusat disebut  Markas

ronel Deder Ajepie <o
Oreanisas Polr disusun sccara

Besar Kepolisian Wegara  Republik
[ndonesia (Mabes Polri), sedangkan
organisasi Polri tingkat Kewilayahun
disebut dengan  Kepolisian - Negara
Republik Indonesia Daerah (Polda).

Berdasarkan uraian diatas, maka
permasalahan  yang diangkat  dalam
penelitian  ini adalsh  Penyvelesaian
Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa
Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh
Anggota POLRI (Swdi Kasus Polda
Gorontalo).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar helakang vang
telah diuraiakn diatas, meka rumusan
masalah dalam penelitia int adalah
. Bagaimanabentuk-bentuk
pelanggaran  kode
Kepolisian?

clik  profes

2. Bagaimana penvelesaian terhadap
anggota Polri yang melakukan pe-
langgaran  kode  etik
kepolisian dan mengakibatkan ter-
Jadinya tindak pidana?

profesi

. Pembulms:m

Bentuk-Benuk Pelangparan kode
Etik

e

Da
-}L}iﬂl?ql_da Garontale Tahun 2014
O Legalitas 1or 8 o, 2 Ohtober2015

a.  Meningaalkan tugas sceara tidak
sah selama dari (Gga puluh) hari
herturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode

Etik Profes sanksi

disam-paikan

dikenakan maral

dalam  bentuk

yang
putusan Sidang Kode Etk Polri secara
tertulis kepada terperiksa ( Pasal 11
ayat 3 dan Pasal 12 ayat | Kode Euk
Profesi Polr). Bentsk sanksi moral
vang dijatubkan dapat berupa pernya-
taan putusan vang menyatakan tidak
terbuktl atau pernyataan puinzan yang

menvatakan terperiksa terhukii
melakukan pelanggaran Kede Euk
Profesi Polr. Bentuk  sanksi moral

sehagaimana diatur dalam Pasal 11 avat
2 {a, b dan ¢) tersebut merupakan

bentuk  sanksi moral  yang  bersifat
mutlak dan mengikat. Artinya sanksi
moral tersebut terumus pada  Kadar

sanksi yvang teringan sampai pila kadar
sanksi vang terberat sesuni pelanggaran
perilaku  terperiksa vang dapat
dibuktikan dalam Sidang Komisi.

b,  Melakukan perbuatan dan berpe-
rilaku vane dapat merugikan dinas

Pole,
Apabila  tingkat  pelanggaran
terhadap Kode Etik TProlesi Polr

termasuk dalam kualifikasi pelanggaran
berat dan dilakokan berulangkali, maka
kepada terperiksa dapat dijatuh: sanksi
dinvatakan tidak untuk
mengemban profesiffungsi kepolisian
Menurut Pasal 12 (4) Kode Tiik Prafes
Polri. sanksi tersebut merupakan sunksi
rekomen-dasi

lavak

administrasi
untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan
vang berbeda: (b) dipindah 1ugas ke

berupa



wilayvah berbedah; (¢) pemberhentian
dengan hormat: atau (d) pemberhentian
tiduk Sanksi
administrasi (a) dan (b)Y adalah mutasi
Repeda Vg terbukti
melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik
Jabatan,

dengan hormat,

angpeota

s vaiti
Jabatan (bisa  penurunan
Jabatan), atau mutasi wilayah ftempal,
yailu dipindah ke tempat/dacrah lain
(bisa ke daeral terpencil). Sedangkan
sanksi administrasi (¢) dan (d) adalah
tindakan  pember-hentian  terhadap
anggota Polri yang terbukli melanggar
Kode Etik Profesi Polri, baik berupa
pemberhentian

dipindah ke
berbeda

dengan  hormat  atau
pemberhentian tidak dengan hormat, ™
Ditindak  secara Dan

terhadap pelanggaran tersebut berikut

huekum,

dijelaskan mengenai prosedur atau tata
cara Pasal 2 No. 2

Megari

Undang-Undang
Tahun 2002 tentang Kepolisian
menyebutkan, bahwa kepolisian ber-
fungsi fungsi
pemerintzhan negara dibidang  peme-
liharaan

sebagat  salah  satu

Ketertiban
masvarakat, penegakan hukum, perlin-
dungan,

keamanan  dan

pengayoman  dan  pelavan
masyvarakat. Dan secara yuridis dapat
disimpulkan  bahwa  polisi
merupakanaparat penegak hukum, sama

halnya

Jugm

dengan pejabat  pemerintah,
hakim dan Jaksa, Dalam melaksanakan
tugas  serta fumgsi, sebagai  aparat
penegak hukum polisi harus tenduk
Lepada peraturan perandang-undzngan

vang berlaku, seperti Undane-Undange

Kepolisian  Negara, Kitab  Undang-
53 o i B "

H. Pudi Rahardi, 2007, Hukom Kepolision
(Profesionalisme  dan Reformos Palri),

LAKSBANG Mediatama, lakarta, Hlm. 163

Undang Mukum Pidana, Kitab Undgg
Undang  MHukum  Acarn Pidana, Ka
Etik Profes Kepolisian dan !'l_'l'n;.jh_
Disiplin Angaota [\’,L'.F'l-:"“.‘xi."lr'l ]{;-|1|:'-.!.
Indonesia,  serta peraturan :-iillri.:
Sebagaimana ketentuan Pasal 7 .

o
Etik Profesi Kepolisian adalah seh,
berikut © Anggota Kepolisian Negy
Republik Indonesia senantiasg Imey,

hindarkan diri dari perbuatan terg
vang dapat merusak kelhormatan Profy
dan  organisasinya,  dengan tidy
melakukan tindakan-tindakan berupg
. Bertutur kata kasar dan beryag
marah; |
2. Menvalahi dan/atau menyimpay
dari prosedur tugas
Bersikap

meneari-cart kesalahs

lad

masyarakal

4. Mempersulit  Masvarakal wan
membutuhikan -
bantuan/periolongan.

3. Menvebarkan

meresahkan masyvarakar,

berita yang  dapd

6. Melakukan perbuatan yano dirass

Kaan merendabikan muartabd
prercHpuan

7. Melakukan  tndakan vang e
sakan :ieh:lgm' [‘IL‘I'l‘Jlléll;lrl e
lantarkan  anak-anak  df  bawal
LI,

8. Merendahkan harkat dan murtabsl
Manusia,

Ketenduan  tersebur merupekat
sebagian dari pedoman bagi kepalisial
untuk  melaksanakan  tugas  dof
tanggung jawabnya. Pelangearan rerh®s
tersebut  dapd

menimbulkan  hak  bagi  masyarakd

dap ketentuin

4 Lt
Ahmad Kamil, 2004, Kadeh-kaidoh ."Ill"""ﬁ
vurisprudenss, Prenada Media, lakarta, him. 52
Jurnal Legalitas Vol 8 Noo 7 Ofgoher 2105

ang dirugikan untuk membuat laporan

ﬂfm: pengzlduan agar “F:‘fll"ﬂ! kepolisian
ang melakukan penyimpangn atau
}"EIEHEE‘;;:*;!H dapat  pengadin -ll‘_m
pmses pErncrikfmsm terhadap  pelang-
garan yang dilakukan Ul,Ch aparat
kepalisian. yakni schagai berikut:

Pelapor berdasarkan Surat kepu-
tusan Kapolri Nomor 33 Tahun
2003, dapat berasal
masyarakat {korban

kuasanya), Anggota Polri, Instansi
terkait, Lembaga Swadava
Masyarakat (LSM), atau Media
Miassa.

Laporan
Pelavanan Pengaduan (Yanduan)
baik yang ada di Mabes Polri,
maupun vang berada pada tinzkat

dari
atau

disampaikan  kepada

daerah atau wilayal.
meriksaan awal dilaksanskan oleh
pengemban fungsi Provoost pada

setiap  jenjang oreanisasi Polri,
seperti Divisi Profesi dan
Pengamanan (Divpropam) pada

tingkat Mabes Polri atau ditingkat
Polda.

Hasil pemeriksaan akan ditelaah.
sa)
lika terdapat unsur tindak pidana
maka  berkas perkara akan
diberikan kepuwda Badan Reserse
dan  Kriminal (Bareskrim) yang
Kemudian akan ditanjutkan dengan
Pemeriksaan dj pengadilan wmum:

dengan hasil schagat berikat

(b) Jika terdapat unsur pelanggaran
kode ettk maka herkas perkara
akan dilimpahkan kepada atasan
YaNg berhak menghukum (Ankum)
Yang selanjutnya akan  dibuat
Komisi kode erik Polri; (c) Jika

.-J;r;!- T :
. ol Lt‘gm’rm.s Vol 8 Weo F €Xerabeel015

[ —

terdapat unsur pelanggaran disiplio
maka  herkas perkara akan
dilimpahkan kepada atasan yang
berhiak menghukum (Ankum) ving
selanjutnya akan diperiksa dalam
sidang disiplin.

Terhadap masing-masing  pelang-
garan  memiliki - sanksit yang
berbeda, diantaranya adalah sebagai
{a) Jika terbukti wang
yang
maka

berikut
terjadi  adala  pelanggaran
memiliki - unsur  pidana,
sanksi yang diberikan didasarkan
pada ketentuan pasal-pasal didalam
Fitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana; (b) Jika tecbukit vang
terjadi adalah pelanggaran kode
etik muaks sanksi vang diberikan
[hinwvatitkan schagal
Diperintahkan

berun,
perhbuatan tercela:
untuk menvatakan penyesalan dan
maal secirs lerbatas dan
terbuka: Mengikuti
ulang profesi; Tidak layak lage
perofesi

minta
pembina:an
untuk menjaliankan
kepaolisian. Dan jika terbukti yang
terjadi zdalah pelanggaran disiplin
miaka sanksinya berupa;
Teguran fertulis
—  Penundaan mengikul pendidikan
paling lama satu tahun
—  Penundaan keenaikan gaji berkala
—  Penundaan  kenaikan  pangkat
paling fama satu tahun
- Mutasi vang bersifat demosi
Pembehasan dari jabatan
Penempatan dalam tempat khusus
selama 21 han
Dari penjelasan singkat  terscbut
dan berdasar kepada peraturan yang

berlaku, maka segala pelanggaran yang




dilakukan  oleh  aparat  Lepalisian,
sewdjarmya dikenakan sanksi,
schagaimana  vang tercantum  dalam
Keputusan  Kapolri  Nomor  Palisi

kep/32VIAZ003, tangeal 1 Juli 2003
Peraturan disiplin bagi Anggota Palri, ™

Peraturan  disiplin - bagi  Anggola
Polri distur dalam peraturan pemerintah
Nomor 3 Tahun 2003, vang diterbitkan
pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran
Negara  Tahun 2003  No. 2).
Pembentukan peraturan  disiplin lrag;
anggota Polri untuk memenuhi amanat
Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan
maksud untuk membina persatuan dun
Kesatuan serla meningkatkan semangat
kerja dan moral bagi anspota Polri,
Sebagai Polri
mutlak mempunyai aturan inern dalam

sebuah  Oraanisasi,
rangka meningkatkan kinerja, profesi-
onalisme. budaya organisasi mEpun
kebersamaan, kredi-
bilitas organisasi. Peraturan disip-lin
Juga  dimaksudkan
terpelitiiranya
pelaksanaan

kehormatan  dan

untuk  menjrmin
tertth dan

Lo g,

tata
fgas  sesual
fungsi,

angeung jawab Polr. Sebagai sebuah

peranan, wewenang  dan

organisasi yang  kuat  Polri hargs
mempunyai aturan tata lertib perilaku
bekerja, bertindak dan bergaul di antara
anggotanya, serta dalam bergaul dengan

masyvarakat dilingkungan sekitarnyva,

Pengaturan mengenai  Peraturan
Disiplin -~ Polri dengan  peraturan
Pemeritah  tersebut  isinva  1elah

disesuaikan dengan tuntutan tugas dan
wEWwLnang tangeung  jawab
angaola kKepolisian Newvara Republik

=L g |

wiww.tanyahukum.com. Selasa,71/08 pukul
08,59 Wita

Indonesia vang bersitat Sipil Hl;‘lelir]l

rimusan peraturan {|iﬁi§1]]!i Fr‘
disesuaikan  dengan konteks perky
bangan hukum dan ketatanesaraan Sty
aspirasi sesual

masyarakat TR

zaman. Angpgota Polisi akan Men;,
polist sipil dan melayani semua ‘7';5:
masyarakat dari berbagai strata S0
dan kepangkatan i masyarakar Sei
Anggota Polisi harus ingat bahwa g,',j:
ada kualifikasi vang sangat diperlyl,
bagi petugas  polisi  sely
pengendalian amarah  atau CMosigy
secara sempurna, lidak memasukan |
dalam  hati bentuk
termasuk dalam kadar vang paling keg

seorang

sepala CitCiy
sekalipun atas ucapan atau ancams
yang mungkin dilancarkan kepadanyy

Disiplin adalah  kehormatan vay
sangat eral kaitannya dengan  kre
bilitas dan komitmen. Disiplin anpoo
Paln kehormatan
menunjukan kredibilitas dan komitma
Pembualy

adalah varn
Palri.
peraturan disiplin bagi anggota Pl
untuk  meningkatkan i
memelihara keedibilitas dan komitme
yvang teauh kredibilitas dan komitme

sehagai  angeota

bertujuan

angeota Polri adalall sebagai pejabd
tiberi dat

kewenangan selaku pelindung,  pen

negara vang tgis

ayom dan pelayvan masvarakal, sert

sebagai  pencgak  hokuom  d0f
memelihara  keamanan,  Komime!
berbeda  dengan  lovalitas,  karet®

loyalitas cendrung mengarah pada sif?

mutlak dan berunjung piadd
kecendrungan pemimpin untih
menyalahgunakan  lovalitas  terseb®

fabuse of power), Pelaksanaan disiplt
bagi anggota Polri herbeda  dengd!
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oyalitas. karena pelaksanaan peraturan
:ii;‘ipll'n did
ada rasd
komitmen da
[Dalam
dimuat tentans
kepada anggoati
atau
Lersghut
Iri dalam suasana kerja yang

asarkan pada kesadaran dar
takut, dan didasarkan pada
ri pada loyalitas.
peraturan disiplin
sanksi yang dijatukan
palri jika melanggar
Peraturan
memembing

juga

weraluran,
lnmngﬂﬂ I

disiplin
:

anggola Pt :
uh dengan konflik, keteragan dan

ketidakpastian, sertd memhth karkter
dan kultur baru polri sesuai tuntutan
reformasi schagai polisi sipil. Dalam
peraturan disiplin pelri diataur tata:cara
pemeriksaan,  tala penjatuan
hukuman  disiplin
pengajuan Leberatan apabilah anggota
polri vang dijatuhi hukuman disiplin it
merasa keberatan atas hukuman yang
dijatuhi kepadanya, Tujuan penjatuan
hukuman  disiplin adalah  untuk
memperbaiki dan mendidik  anggota
polri  yang melakukan pelanggaran
disiplin agar berubah menjadi baik ™
Pasal 3 PP NO. 2 ahon 2003
mengatur tentang kewajiban, larangan

uniuk

Lara

serta lata  cdra

dan sanksi bagi anggota polri. Secara

lebih lengkap Pasal 3 PP No. 2 Tahun

2003  menvatakan: Dalam  rangka
kehidupan  berne gara dan  bermas-
yarakat anggota kepolisian Negara

Repoblik Indanesia wajih:

8- Setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang  dasar
Negara Republik [ndonesia Tahun

b 1945, Megara dan pemerintah,

Mengutamakan kepentingan negara

diatas Kepentingan  pribadi  atau

golongan gery menghindari segala

:;--‘_-_‘_'_‘—-——._ = 3 =

_Hopuds
e fd'_ﬂahardi, op.cit., him. 125

Faf, § Mo, 2 (Wsaber2i (5

EEEATHEY merugikan  kepen-

vang

Lingan negara.

Menjunjung tinggi kehormatan dan

miartabat Neeara, pemerintab. dan

kepolisian Megard Iepublik
Indonesia;

d.  Menvimpang rahasia negara dan
atnu rahasia jabatan dengan sehiaik-

baiknya;

e.  Hormat-menghormati antar
pemeluk agama:

f  Menjunjung tinggi  hak  asasi
Maniusia;

o Menaati  peraturan perundang-
undangan  vang  berlaku  secara
W

h. Melaporkan kepada atasan apabila
mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan dan atan
merugikan negara alau pemerintals

i.  Bersikap bertingkah laku
sopansEniun terhadap masyarakat:

dan

i, Herpakaian rapi dan pantas.

Hukum kepidanaan adalah sistem
aturan vang mengatur semua perbuatan
vang tidak  boleh  dilakukan (vang
dilarang untuk dilakukan) oleh setiap
warga negara Indonesia disertal sanksi
vang tegas bagi setiap pelanggar aturan
pidana tersebut serta lata cara yang
harus dilalui bagi para pihak yang
berkompeten dalam penegakannya

Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003
mengatur kewajibun  yang  harus

dilaksanakan olch anggota polri dalam
pelaksanaan tugas Adapun kewajthan
terschut adalah sebagai berikut:

2008, Sistern Hukum indongsig
don implementos) Hukum ol
Raja Grafindo Persada; Jakarta

ity v

Whary Bisry,
Prinsip-Hrinsig
indonesia; BT,

Ry, 40,




a.  Memberikan perlindungan. peng-

ayorman, dan  pelavanan  dengan

schaik-baiknya kepada masyarakat;

. Mempehatiakan  dan  menvele-
satkan  dengan  sebaik-baiknya
laporan  dan  atan  pengaduan
masyarakat;

c.  Menaati sumpah atau janji anggota
kepolisiaan  negars  Republik
[ndonesia serta sumpa atau janji
Jabatan  berdasarkan  peraturan

Perundangundangan vane berlaku;

i Melaksanakun sebaik-
baiknya dengan kesadaran dan rasa
langeung jawab;

tugas

€. Memelihara  dan  meningkatkan
keutuan, kekompakan, persatuan
dan kesatuan kepolisian NKRI;

o Menaati peraturan

perundang-undangan dan peraturan

sepals

dan  peraturan  kedinasan

berlaku;

VEINE

g.  Bertindak dan bersikap tegas serla
berlaku adil dan bijaksana terhadap
balvwaannya;

h. Membimbing bawahannaya dalam
melaksanakan tugas;

i.  Memberikan contoh teladan vang
baik terhadap bawahannya;

J. Mendorong semangat bawahannya
untuk meningkatkan prestasi kerja:

k. Memberikan kesempatan kepada
bawahannya  untwk  mengem-

kangkan karier;
. Menaati perintah kedinasan yang
sah dari atasan yang berwenang;
m.  Menaati ketentuan jam Kerja;
memelilara
barang milik dinas dengan scbaik-
bhaiknya;

n.  Mengeunakan  dan

0.  Menciptakan  dan

suasana kerja baik.,

!”'-'ﬁl'l'clih

Rumusan pada Pasal 4 peray,
Pemerintah  tersebhut  memuat teng,
dasar hukum bagi penyelenggary fiy
Kepolisian Preventif sebagaimany ©
diatur dalam Pasal [4 avat (1) I1u,.,:
No2

Fungsi

Undang-undang tahun 20y

Pelaksanaan teknis tersg)
ditekankan dengan menjunjung Ung
Hak  Asasi Manusia. Meneli,
ketertiban dan  menjamin keamay,

umum  merupakan  yang  tugas i

termasuk  dalam kewajiban umy
kepolisian,  sehingga Lpaya-upy
represif maupun  prefentift dday

dilakukan. Demikian pula penyveless
dalam  hal  menjaga
keutvhan  kelompok,  persatuan &
kesatuan i lingkungan  Kepolis
Negara Republik Indonesia. Oleh kg

e ek

itu masyarakat sangat mengingink
suasana  kehidupan yang aman &
Mamun  keinginan
tidak selamanya lercapai vaitu apabd

tentram terseht
terjadi kejahatan vang diperagakan o#
pelaku  kejahatan  (penjahat), d
masyarakat  sudah  terbiasy  dend
terjudinya suatu kejahatan di dald
kehidupan masvarakat.™

Dalam Pasal 3 PP No. 2 Tal#
2003 diatur mengenai larangan bd
anggota polri terutama dalam  rang
memelihara kehidupan bernegara &

bermasyarakat. Adapun Jarang®
tersebut adalaly;
a. Melekukan hal-hal  yang dof

menurunkan kehormatan dan i
L

tabat  Negara, TPemerintah, 8

*ibid,, him, 131 :
drernal Legalitos Vol X Na, 2 Oktober A

](EPDJ jaiin MNepara Repoblik
|ndu1rll-‘5iél'. » _

b Melakukan kegiatan politik praktis:

cl Mungikuli aliran  wang  dapat

- men[m]m]kan perpecann  atau
mengancam persatuan  dan  kesa-
{uan bangsa. o

. Bekerja sama denga_m orang lain EEI
dalam atau di luar lingkungan kerja
dengan tujuan untuk memperaleh
Leuntungan pribadi, golongan. atau
pihak lain secara langsung  atau
tidak langsung merugiken kepen-
tingan Negara:

e Bertindak sclaku perantara bagi
pcngusziha dan  golongan  untuk
mendapatkan pekerjaan  atau

pesanan dari kantor/instansi Kepo-
lisian Negara Republik Indonesiz
demi kepentingan pribadi;
f. Memiliki Saham/ model
perusahan yang kegiatan usahanya

dalam

berada  dalam  ruanz  lingkup
kekuasaannya;
g. Bertindak sebagai pelindung di

tempat perjudian, prostitusi, dan
tempat hiburamn;

he Menjadi penagi  pihutang  atau
menjadi  pelindung  orang  vang

Punya utang;

Menjadi perantara/makelar perkara
Menelantarkan keluarga

Pada Pasal 5 peraturan pemerintah
tersehyt merupakan
karna d; kaitkan dengan pelaksanaan
Wgas  pgy
Kehidupar,

Ly

suate  tantangan

uniuk memelihar:

dan  hermas-

Yarak

e AL Perumusan mengenai larangan
i 5 it

dg Aggot dikaitkan
A tugas

S‘E -
ha_ga. Pemelihara kehidupan berne-

bern egarny

polri
dengan

Y

pelaksanaan

_"‘j‘-—_...
lurngi g ..
S Levalitay 1ot 8 No. 2 Obitober2015

vara  dan  bermasyarakal. Jelas  jelas
mengeambarkan pada sebgala sesuatu
tindakan anggota Kepolisian yang harus
betul-betul dapat menjaga kehormatan
din martabat  Negara  atan polr,
sehingea terhadap segala sesuatau yang
menvimpang adalah merupakan suatu

perbuatan yang dilarang dalam perturan

perundang-undangan  yang  sccara
khusus  diperuntukan  bagl anggota

Palri. Ketentuan tersebut dimaksud pula
bahwa segala bentuk pelanggaran atau

»salahan vang diperbuat ¢ angurod
kesalahan yang diperbuat oleh anggota
polri dalam pelaksanaan tugas lidak

bahwa  pelugas

dapar  di pungkiri
terschut secara indifidual dapat  dan
dengan  sengaja  melanggar  perturan
perundang-undangan karna atas kepen-
tinzan pribadi.

larangan tersebut dibuat karna jika
dilanggar  dapat  menurunkan  kehor-
matan dan martabat negara, Pemerintah
dan  Polri. Anggota  polri dilarang
melakukan  kegiatan  politik  Prakts
karna dikawatirkan dapat menimbulkan
disintegrasi  di lingkungan  polri.
Kueihutsertaan  angaola
aliran tertentu juga dilararang karana
dapat  mengancam

kesatuan  bangsa,

ol dalam
P

juea  dinilai

persialian dan
Perbuatan lain vang dilarang adalah
bertindak selaku perantara atau makelar
bagi penguasa mtau golongan  untuk

alintl

(proyek)
pribadi.

mendapat  pekerjaan
pesanan  demi  kepentingan
Angaata polr juga dilarang memiliki

saham/ modal yang kegiatan usahanya
dalam ruang lingkup  kekuasnannya.
karna hal ini akan menimbulkan praktk
KEN, termasukdilarang untuk menjadi

makelar perkara,




Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan
kepolri Nomor 7 Tahun 2006
disebutkan bahwa: “Etika kencparaan
adalsh sikap moral angeota polri vang
menjunjung tinggi landasan ideologis
dan  konstitusional Fepublik
Indonesia yailu pancasila dan Undang
Megara  Republik
19457 Etika kene-

komitmen  moral

negars
Undang  dasar
Indonesia Talin
mertpakan
bagi setiap anggota dan instunsi polri

garaan

untuk menjunjung  tingg dan
melindunggi  ideologi dan  konstitusi

negara demi terpeliharanva WK R Nilai
moral yang terkandung dalam  etika
kenegaraan adalah setiap angeota dan
institusi  polri harus  sekuat  tenaga
mempertahankan NKRI dari berbagai
upaya untuk menghancurkan Negara,
terutama
berasal dari dalam Negeri vang menjadi
polr untuk

terhadap ancaman  vang

porsi Lewenangan
menangani,

Dalam etika kenegaraan ini teckan-
dung kewsjiban moral yang menuntut
untuk  dipenuhi oleh setiap anggota
ketika  menjalankan
prolesi  kepolisian,  vakni
mengutamakan kepentingan MNegara dan

polrt  terutama

larus

Bangsa dari pada kepentingan pribadi,
golongan dan institusi dengan tujuan
menjaga MNKEI.  Berkaitan
dengan etika kenegaraanini dalam pasal
4 peraturan kapolri No. 7 Tahun 2004
disebutkan:

Dalam Etika Kenegaraan Setiap
anggota Polri wajib:

keutuhan

a.  Menjunjung tinggi pancasilah dan

Undang-undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  tahun 1945
sebagai  landasan  ideologi  dan

konstitusi MNegara K

Republik Indonesia,

b Menjunjung  tinggi  Kepeng
hangsa  dan  Megara Kt:s,&&'
Republik Indonesia.

. Menjaga, memeliharg
meningkatkan  rasa  ama

tentramm bagi bangsa dan N
Kesatuan Republik Indonesig,
d. Menjaga  keselamatan
umum dan hak milik perar,

Fausiy

serta menjaukan sekuat tenags

kerusakan dan penurunan "
guna atas tindakan yang (i ay
dalam pelaksana tugas.

e, Menunjukan  penghargaan |
kerja sama dengan sesame pey
negara dalam pelaksanaan tigg

f. Menjaga keutuhan wilavah Huk
NKRI yang berdasarkan Paney
dan Undangundang Dasar NE

Tahun 1995, memelihara persa

dan  kebbinckaan  bangsa o
menjujung tinggl  kedaold
rikwat,

Pasal 4 (a) di atas mewajith
setiap anggota polri untuk mmepjun
dan UUD 1%
tersebut  pada  kontd
sekarang ini sangat penting ditonjolé

lingei  Pancasilah

Kewajiban

karna terdupatl adanya kelompok 72
berupayva mengganti ideologi panc®

dengan ideology lainnya.  Demits
pula  kewajiban  wntuk  menjunj®

tinggi konstitusi perlu di kcd-;:p:ll‘-”
setip polr dal?

: ol
melaksanakan wgas keseharian. K

aleh anggoa

jiban moral terscbut perlu dilako®

mengigal  konstitusi merupakan
hukum tertinggi dalam penyelengs

pemerintahan, termasuk  penyel
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T pcnwffl””“ dibidang Kepolisizn.
ra

naka
ﬂdﬂlﬂh

herpegang tegu pada kaonstitusi
cemua perbuatan dan tindakan
kepo[h‘.[ﬂ" yang diambil dalam upaya
mencf-gﬂ dan HIRTHES

membahayvakan
}rﬂn%a dan negara tetap berdasarkan
a:ﬂ uuD 1945 sebagai sumber huklum
E:rl‘mﬂ] tertinggl di [T:{IIu;Jnesm. Apabialh
ada tindakan kepolisian }-a_ng [‘.ui::]'ltn_-
fangan atau LU 1943
maka hal itu merupakan perbuatan

menanggulang)
keselamatan

melangoar

inkonstitusional, vang harus diperang-
gungjawabkan oleh pejabat dan pelaku
perboatan tersebut.

etile  yang

@, Pelanggaran kode
terjadi di Polda Gorontalo

Pelanggaran kode etik yang terjadi

di  Polda Gorontalo terjadi  pada
beberapa  jenis  kasus.  Kusus-kasus
pelanggaran  kode  etik  profesi

kepolisian itu dapat digambarkan dalam
tabel di bawah ini

5
T T dile T AT
Fabel 1 pelanggaran kode etik Fahun 2012

1w P a1 P
Jenis Pelanggaran

Jumlah Kasus

_.1-5!

puluh) hari berturut-turut

Meninggalkan tugas secara tidak sah 30 (liga

Melakukan perbuatan  dan  berperilaku vang

9 kasus

& kasus

" a
= | menurunkan martabat Polri
3 | Menelantarkan keluaraa

3 kisus

Tatal kavey

1 8 kasus

Untuk jenis kasus pelanggaran kode etik vang terjadi dalam kurun waktn 2013

dapat di lihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2 pelancoaran kode etik Tahun ZHHEL___ )
_jf'fﬂ___ Jenis Pelanggaran -|_I-ET1]11]I kasus |
I Meninggalkan tugas secara tidak sah 30 {tiga 4 kasus
______puluh}!mri berturut-turut. )
2| Melakukan perbun[zm- dan berperilaku yang 10 kasus
L | menurunkan martabat Polri -
L_E’Iiﬂﬂ!um:irkun keluargs 3 kusus
L Total kasus _ 17 kasus |

e

R

S
getial Legalitg, Fal & No. 2 (0itaoher201 5

Data g; .
= iﬁf;a diperaleh dar; Bidang Propam Polda Gorontalo tanggal 3 September 2015,




Untuk jenis kasus pelangearan kode

ctik  profesi kepolisian  yang tlerjadi

dalam kurun wakin 2014 dapat g
pada tabel beribut ini :

T“hEI.J pelanggaran kode etik Tahun 2014

Mo _ Jenis P['I:mg;_;_ur:m _ Juml:‘.]:_[;{;._-,:[l;
| Meninggalkan tugas sccara tidak sah 30 (Uga puluhy | 17 kasus
hart berturut-turuat,

2 Melakukan  perbuatan  dan  berperilaku  yang 27 kasus E
menurunkan martabat Polr

3 Menelantarkan keluarga 3kasus

Total kasus | 47kasus )

T

Jika dilihat dari tabel di atas,  sementara ini berproses di sidang o

maka dapat dilihat pelanggaran kode
ctik profest kepolisian dari tahun 2012
ke tahun 2013 mengalami penurunan
satu kasus, dimana di tahun 2012
terdapat 18 kasus di tahun 2013
menurun menjudi 17 kasus, Sementara
di tahun 2014 pelanggaran kode etik
profesi justru meningkat hampir tiga
kali lipat tahun sebelumnya.
Pelangzaran kode etik vang banyak
dilakukan oleh anggota kepolisian
melakukan  perbuaatan
perilaku vung menu-runkan martabat
polri.

Untuk  pelanggaran  kode  etik
profesi vang terjadi di tahun 2015,
pihak  polda
secara detail. sebab masih sementara
berlangsun, namun yang disampaikan
oleh Kepula Paminal Propam Pelda
Gorontalo bahwa terdapat 11 kasus

dar

viitu atau

belum  menyampaikan

yang  potensi

berat

hukumannya  sangal
bisa pada
pemecatan dengan tidak hormat vang

vaitu berujung

Polda Gorontalo.

b. Proses  Peenyelesaian  Pelay
garan Kode Etik Profesi di Py
Ciorontalo.

Menurut Pasal 16 Peraturan < apal

No. 7 Tahun 2000, terg

pelangearan kumulatit antars pelag

apabila

garan disiplin dan pelanggaran Ke
Etik  Profes maka

Sa BT Y ]'I'II'_‘lEill.Ji

peavel

Sid=

Polri,
dilakukan
Dyisiplin atau Sidang Komisi Kode B
Palrn berdasarkan pertimbangan atid
Ankum dari terperiksa dan pendip
hukum dari Pengemb®
Fungsi Pembinaan Hukum. Penangand
pelanggaran Kode FEtik Profes: Pl
dilakukan jika ada laporan atan pen®

SErta saran

duan yang diajukan oleh mzw}':lrﬂw
anggota Polri atau sumber lain 40
dapul Perd
ajuan laporan atau pengaduan disi
paikan fund

Propam setiap jenjang organisasi Pol®

diperianggungjawabkan

kepada  pengemban

Sarnal Legalitas Vol 8 No. 2 (Okrohr s

[aporan atan

perdasd rkan

‘“gmhmu tersehut Propam kemuodian

melaku
ﬁpabi[ﬁ
pdahuluan
elah terjadi :
Profesi Palr, maka
mcng.ifimk“” berkas perkara kepada
pejabat  yana . ; dan
mengusulkan untuk dibentuk :
Kode Etik Polei  untuk  selanjutnya
dilakukan  sidang memeriksa
Anggota Polri yvang diduga melanggar
Kode Etik Profesi Profesi Poln uuu!}lc
dijatuhkan putusan yang bersifal final.™
Peraturan Disiplin dapat dimaknai
sgbagal  kaidah worma vang
mengatur dan menjadi pedoman bagi
setiap anggota polri dalam menjilankan

kan pemeriksaan pendahuluan
lasil pemerthsaan
bzt

pelanggaran Kode Lk

dari
diperoleh  dugaan

Propam

berwenang
K omisi

A

alitl

tugas dan wewenang sebagai kepolisian
Megara, Citacita dasar ditetaphannya
peraturan disiplin anggota polri, agar
setiap anggota polri menjadi personil

yang  memiliki kredibilitas dan
komitmen sebpai anggota Lepolisian
Negara Republik  Indonesia  dalam

menjalankan tugas dan wewenang serta
kewajibﬂhn}“ﬁ. sehingga akan terwujod
Persoml polri memiliki karakter vana
te!r.tih‘ dedikasi  moral ving  hngul.
Sebagaimanan dirumuskan dalam Pasal
D angka 3 peraturan pemerintah No. 2
:ﬂhun 2003 entang peraturan peraturan
d:::ﬁ::: angeota polri, bahwa peraturan
po

":;uk Membina, menegakan disiplin
memelihay
Ziﬁiﬁj:mﬁm”- [ :-:irl1|'.di!\al:15<:|r.| bahwa
Normg b ngeota Disiplin Polr :‘_ldﬁh‘lh
E Memuat fentang |'_].'I:._’_.’i||11:1rh".

Iri adalah serangkaian norma

a tata tertip Kehidupan

H. py,
i '-ﬂ-lf"fh?fdi{ op.it, hlm. 172
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scharusnya anggota polei berbuat dan
baik menjalankan
tugas-tugas kepolisian maupun dalam
dilingkungan
yang

hertindnk, duliam

i!'.lFE.‘i}"EIFElki!I.

chicunakan

kehudupan
artinya  Ketentuan
pedoman perilaku setiap angeota polri.

Ruang lingkup herlakunya pera-
turan disiplin anggota polri ini tidak
terbatas pada anggota polri saja. namun
demikian diperluas meliputi mereka
yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan  tunduk vang berlake bagi
anggota polri,  bahkan  dikecualikan
tidak berlaku bagi anggota polri yang
sedang menjalani pidana penjara. Perlu
dipalimmi, bahwa didalam organisasi
kepolisian terdinn dari personil anggota
polei dan pegawal negern sipil yang
bertugas di lingkuran organisasi polr.
Iingkunzan berlakunya
bagianagota  FNS
lingkungan Polri, karna eksistensinya

Perluasan
virtg  bekerja di
dapat mempengaruhi kinerja Organisasi

il
polre.

Peratiran disiplin pofr
mengandung  suaty o cita-cila dan

keinginan vang tinggi dan luhuryakni

bagaimana  menjaga  dan  memper-

tahankan pencitraan profest Polo yang

mensandung nilai miulai
foficivmnobile).  Bagaimana  setiap
angota  Polri menjaga  harkat  dan

bartabatnya sebagai insanc vang terpilih

il A
REakRAR AT

rakat dalam menjags keamanan dan

masyi-
ketertiban dalam interaksi sosialnya,
menerima  kepercayaan  menegakan
hukum apabila terjadi konflik hukum

2 Sadjijono;, 2010, Memohomi  Hukwm

kepalision, Lakshang Presindo, Yopyakara, him.
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dalam masyarakal,schinga pada tataran
akhir  Polri

perlindungan dan pengayoman kepada

mampu  memberthan

masyarakat vang member kepercayvaan.
Kaidah-kaidah vang termuat dalam

peraturan  disiplin - Polri cukup  luas
Jangkauannya, menckup  perilakuy

angota Polri baik vang terkait dengan
kedinasan maupun dalam kehidupannya
kaidah
norma di maksud menjadi pedoman
berperilaku, schingga dapat di katakan -
Jjika angota Polri mematuhi dan menaati
kaidah atau norma ada dalam
peraturan dhsiplin serta tidak melakukan
perbuatan yang  bertantangan  dengan

di masyarakasehingga i

yang

norma  tersebut.makaangota Polni
memiliki -~ kriteria  “disiplin”  tetapi
apabila  sebaliknya maka memiliki

criteria “kurang disiplin®™ atau “tidak
disiplin™. Disiplin polri sebagai salah
satu unsure masyvarakat memberikan
tugas dan kewenangan pada polri untuk
Menjaga  menjaga dan
ketertiban masyarakat dan menegakan
hukum. Tanpa atas dasar disiplin, maka
hanva kemungkinan kecil masvarakat

keamanan

memberikan kepercayaan kepada polri,
Karena rasa disiplin telah mengandung
suatu muatan moral yang melekat pada
seliap individu anggota polri. Dengan
demikian  dapat  dikatakan,
sebagai anggota polri vang sudah tidak
memiliki rasa disiplin, maka anggota
itu moralnya  atau kurang
bermoral. Disiplin dalam  berperilaku

balivwa

renda

mertpakan cermin moral setiap anggota

polrt  yang  terbangun  dari  setiap
individudan kemudian menkeistal

Kedalam suatu institusi atau lembacsa
polei. “disiplin® menjadi dasar utama

anggota polri dalam menjalankan
dan  wewenangnya, oleh  Rarep,
masyarakat yang memberikan

f
. Uiy
menjalankan tugas dan wewetiing

cavian  kepada institusi  polr

mempercayvainya, maka hanva il 4

kata, yakni  berpegang teouh
“disiplin®, dalam arti disiplin dal
segala perilakuatau perbuatan, Uisip;

Juga telsh mengandung unsur dyg i
kejujuran, karena disiplin menghieny

tidak adanyi perbuatan W
bertentangan dengan hukum My
moral, schingga menjadi kedisiply

berarti juga menjaga kejujuran.

Di dalam  peraturan

isig
anggota polri sebagaimana dintur daj
peraturan No. 2 Til

2003, memuat substansi pokok ya

pemerintah

mencgaskan yang menegaskan sy
kewajiban (keharusan) yang juga dg
disebut sebagai perintah (gehod), yik
sesuaty yang  harus  dijalankan o

setiap anggota  polei, dan  membs
larangan-larangan  (verbod), v

sesuatu vang tidak boleh dilakuke
Apabila angota polri tidak menjalant
suatu

kewajiban  hukum

haruskan

ying &
dan  melakukan  suf
perbuatan vang di larang, maka mad
kategori melakukan pelangaran disipl
Bagi angota polri yang  melakuld
pelangaran disiplin i maksud,dane®
dengan sanksi hukuman, yakni huku
disiplin.
Setiap
peraturan

i
.jg[l]ﬁ'

Jal®

anggota  Poln
disiplin, sehingga
melakukan tindakan apapun tidak dﬁf‘
dan send!

.':.'C'J“i'llﬂ'l}u ]
sk il

sceniaknyva
ramaun NOTMa-normaA

membatasi gerak dan langkanva, ©

Juernad Legalitas Vol 8 No, 2 0k pofer

nortt

o hukum umum, hukum disiplin
n kode etik. Beberapa larangan
us tidak dilakukan oleh setiap
Peraturan

mﬂUPu

ar
ﬂg h-:j-
i el

Anggota  Polri
herikul:  {a)

cahasia operasi kepalisian: (b} |"'--1u:r1|'.n g,
alkan wilayah tugas tanpa 1zin
gimpninﬂn. (c)Menghindarkan tanggung-
dinas: (d) Menggunakan fasilitas
untuk  kepentingan pribadi. (e)
milik dinas yang
baginya ()

: Palr
ange pla

Dj5;piir1
sehags!

dirtnmuskan,

Membocorkan

jawﬂb
Negard
Mﬂnguﬂsﬂi barang
bukan diperuntukkan
Mengﬂﬂimkﬂ”"r menyewakan  rumah
dinas; (g) Menguasai rumah dinas lebih
| (satu) unit: (h) Mengalibkan rumah
dinas kepada yang tidak berhak; (1)
Mengeunakan  barang  bukti untuk
kepentingan pribadi; (j) Berpihak dalam
perkara pidana yang sedang ditangani;
(k) Memanipulasi perkara; (1) Membuat
opini negatil’ tentang rekan  sckerja,
pimpinan, dan / aau Kesatsan: (m}
Mengurusi, mensponsori, dan/  atau
mempengaruhi petugas dengan pangkat
dan jabatannya dalam penerimaan calon
anggota Kepolisian Negara  republik
indonesia: (n) Mempengaruhi proses
Penyidikan untuk kepentinsan pribadi
sehingga mengubab arah kebenaran
Maleri perkara; (o) Melakukan upaya
PEELsa penyidikan  wanz  bukan
kFWL‘I‘iangﬂ“n}-m (py Melskokan  tin-
dﬂl‘i&l’t vang IiH]JaE
mfﬂghm&“g‘l‘
:;gz;:il" vang dilavaninya HL‘i'IiI]I"_._’;_lil
vang g; mkﬂ[1 pihak

& dilayani:

mengakibatkan,

atan mempersulit salah

kerugian  bagi
WeWenane. (q) Menyalaheunakan
F"Haksan-lg: (r) F'»’h:ny_humh:a.: ]\L-hn-::urm?
“ﬂinda;{an tgas  kedinasan:  (5)

Sewenang-wenang  terhadap

M Legalivag Vot g n 2 Oktober2015

wumakan barang,

bawahan: (1) Menyal
wang, atau surat berharza mibik dinas;
() Memiliki, moembeli,
menggadaikan, menvewakan, memin-

menjual,

jamkan. atau menghilangkan barang,

dokumen. atau surat berharga milik
dinas secara Udak sah: (v Memasukl

mencemarkan

tempat  yang  dapat

kehormatan atau martabat Kepolisian
Negara Republik  [ndonesia,  kecuali
karena  tugasnya:  (w)  Melakukan
pungutan  tidak  sah  dalam  bentuk
apapun untuk kepentingan  pribadi,

colongan, atau pihak lain: (x) Memakai
perhiasan secara berlebihan pada saat
berpakaian dinas  Kepolisian  Negara
Fepublik Indonesia.

Cukup  luas  cakupan  norma
larangan  dalam  Peraturan  Disiplin
Angeota Polri, namun sangat terkait
hubungan internal, artinya melarang

Anggota Polri lerkal dengan institusi,
meskipun ada beberapa norma yang
¢ perbuatan  dengan  mas-
varzkat, seperti Melakukan
vang dapat mengakibatkan, mengha-

melarang
pinclikan

langi, atau mempersulit salah satu pihak

vang dilavaninya schingga mengaki-

lratkan  kerugian  bagi  pihak  vang
diluyani; dan melakukan pungutan tidak
sah dalam  bentuk  apapun  untuk
kepentingan  pribadi, golongan,  atau
pihak lain. Namun demikian norma
atau kaidah dimaksud sudah cukup

memberikan rambu-ramboa tindakan
setiap anggota Polri. walaupun di sisi
penckanan  terkait
kewenangan

pada

masi  perlu
sikap
Viang kur:mg
kewenangan terschut diberikan, Dalam
hukem administrasi,

lain
dengan AFOAETIS]

bherorientas

prinsip




I‘\ul.:\"rl..:[ii:l.flg:ll'l |'I'|CI'I'IE'I]]::E
menjalankan

dijalankan

sehagal
dalam
jabatan

Jabatan.artinya
bedasarkan

norma wewenang, letapl bukan berard

peacia

kewenangan tersebut di jalankan sccara
seclah  olah
ditentukan sendiri oleh pejabat yang
diberikan

menjalankan wewenang “pejabat’™ juga

SUWCSIHNEWENANE v

wewenang,  karena  dalam

harus  berorientasi pada apa tujuan

wewenang tersebut diberikan dan untuk

apa  wewenang  terscbut  diberikan
padanya.

Penyelesaian  pelanggaran  kode
etik profesi yang terjadi di Polda

Corontalo diselesaikan sesuai prosedur
yang berlako di Internal Polei. Dalan
penanganan  kasus pelanggaran  kode
etik profesi, pada umumnya diperiksa

dasar

profesi di jajaran kepolisian diting
Polda Gorontalo, Apabila kasug

Jumlah | Penanganan/Pen

koasus

4 Kasus

4 |kasus

| siding

Tabel 2 Penyclesaian Pelanggaran Kode Etik Tahun 2013"

velesaian Kasus
selesal

Putusan Sidang

']"u_-;_:_LT:ln tertulis, tunda dik 1
tahun,  patsus, tunda  gaji
berkala | tahun, tunda pangkat
| tahun, dan mutasi demosi,

140
Fasus

[ kasus selesal
siding

Teguran tertulis, tunda  dik,
patsus, tunda pangkat. tunda
oaji berkala 1 periode, mutasi

]

demosi.

dilakukan tersebut mengarah r-ﬁ;""ff LASUS

perbuatan pidana, maka kasus h_-p,-; - —

vang ditangani oleh Propam By .-T""" Mangkir

Gorontalo dan dewan etik |:.~r1:11'uxiw

mengabihkan kasus  terscbut ke

mekanisme  peradilan  urmum. Nay

apabila kasus itu murni persoalay 4 = T{.EEEIEH__

profesi, maka mekanisme Pery 2 erbuatan dan

salannya adalah dilakukan olel .;1,;.t }pmrperi]aku

etik, vang terdiri dari unsur pimp'; yang

Polda (Kapolda atau Wak;tpﬂlda“ menurunkan

Juga Kepala Bidang Propam. martabat Polri
5 [ Menclantarkan |

Dualam penyelesaian kasus pelanggs keluarga

kode etik profesi di Polda Goroy

dapat digambarkan pada tabel di by

| 3 kasus

ini:

3 kasus selesa
siding

1 kasus dialibkan ke proses
pidana, 2 kasus diputus tunda
dik | tahun, dan patsus, dan
teguran 1ertulis,

= " o fals
Tabel 3 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Tahun 2014

Penanganan/Ten
n Kasus

yelesai

selesai
sidang. 3 dalam
proses  (DPO} 1

|2 kasus

Putusan Sidang

Teguran tertulis, tunda dik |
tahun, tunda  gaji
berkala 1 tahun, tunda pangkat

palses,

tutup perkari

dan  disidangkan  oleh  dewan etk
Tabel 1 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik T; 3 N i J‘:"""’I‘
: Lk ; Al ggaran Kode Etik Tahun 2012 lasus
N Kasus Jumlah Penanganan/Pen Putusan Sidang | | Mangkir i7
= B i Kasus F_j.ﬂlc:;zliun Kasus Kasus
I Manghir O Kasus 9 kasus selesai | Teguran tertulis, tund
siding lahun, patsus,  tund
berkala | tahene 0| 20 | Melakukan 27
| | B pangkal 1 tahun L perbuatan  dan | Kasus
2 Melakukan 0 Kasus 6 kasus selesai | 1 Kkasus tutup perkd berperilaku
. perbuatan dan siding kasus dengan & yang
berperitaku Teguran tertulis, fund menurunkan
yang patsus, tunda ]mngkal.* _______IT_EEEEE Palri
menurunkan gaji berkala | periode. : Menelantarkan | 3 kasus
| | martabat Polri | _. . ---_._.J_‘El_tfﬂg.a
% Menelantarkan | 3 kasus | 3 kasus Selesai | | kasus dialihkan kel i
Keluarga siding pidana, 2 kasus :Eipi“'*'it
| dik | tahun, dan puiﬁli
- T =
B2 *ib"dr

Datz dipercieh dari Bidang Propam Polda Sorontalo tan

geal 3 September 2015
Surnal Lepolitas Vol 8 Mo, 2 Qkpober

=

26 kasus sclesai |

{ 1 tahun.
el _ —
leguran  tertulis. tmda  dik,
patsus, lunda pangkat, tunda

waji herkals | periode, mutasi

sidang, 1 tutup
perkara,

demosi.
3 kasus  sclesal

siding

Teguran tertulis, tunda dik |

tahun, dan patsus.

S L enalig, Vol 8 No. 2 idsaber2005




tabel di atas terhihat hahway
atau  penyelesatan kasus

kode
kepolisian schagian besar disidangkan
dan diputus oleh sidang etik oleh dewan
etik kepolisian Polda Gorontalo, meski

ada beberapa vang dialihkan ke proses

IJari
penanganan
etk

pelanggaran profes:

pidana karena memang telah memenuhi
unsur pidana dan bukan lagi sebatas
pelanggaran  kode etk profesi
kepaolisian,

Dalam rentang waktu 2014 terjadi
peningkatan kasus pelangearan kode
ctik  profesi. I satu  sisi
terlihat  cukup  baiknya
penyelesaian dan penanganan

memang
I".'l'(_'lﬁlf}_i
kasus
pelanggaran  kode etik profesi yang
dilakukan oleh Internal kepolisia daerah

Crorontalo dalam hal ini dewan etik,

Namun di sisi yang lain, hal ini
menunjukkan bahwa banviknya

anggol: yvang melakokan pelanggaran
kode etik profesi, dan oleh karenanya
perlu dicarikan jalan Keluar sehingga
mampu menekan tingginya pelanggaran
kode etik profusi yang terjadi, misalnva
seperti semakin  intensnya  dilakukan
kegiatan-kegiatan  yang meningkatkan
kompetensi dan pengetahuan etika para
anggota kepolisian di wilayah polda
Gorontalo, dan juga perlu ditingkatkan

lagi  pengawasan  dan  pengendalian
personil  sehingga  akan  berpengaruh
pada jumlal perbuatan pelangzaran

kode etik profesi vang dilakukan oleh
anggota Kepolisian di wilavah Polda
Croroniala,

Untuk kasus pelanggaran kode etik
profest vang terjadi dalam Eurun waktu
2005, belum divraikan oleh Paminal

Polda Gorontalo  disebabkan  karena

sementara berproses, namun dom;

bagian  Paminal [Polda
memberikan gambaran tentany |
L €

vang sementara mereka tangana, ‘|ir}

G II."""I'

terdapat 11 (sebelas) kasus yang he

perlanggungiawaban  ctiknya

Sig
beral  sehingga  besar kmnun;ﬂ;i1
persenil anggota  kepolisian tersy
dapat diberhentikan secara tidak hop

oleh Palda Gorontale”

D, KESIMPULAN

Ketentuan mengenai Kode §
Profesi Polri sebagaimana diatur dy
peraturan Kapolri No, 7 tahun 2004,
Peraturan Kapoln No.8 Tahun
merupakan  kaidah
harapan tumbuhnya  komitmen

moral  dey

tinggi bagi seluruh anggota Polri g
mentaati dan e laksana
(mengamalkan) Koede Enk Profesi B
dalam segala kehidupan, wvaitu dab

pelaksaan  tugas, dalam kehidip
sehari-hari  dan  dalam  pengabd

kepada masyarakat, bangsa dan negt
Kaidah moral tersebut penting untuk
diakiualisasikan kamd
keherhasl

pahami  dan

bagaimanapun Jga
pelaksanaan sebuah Ketentuan, no
kaida termasuk kode etik, tergant®
pada “semangat” dari pelaksanall

artinya  setiap anggola  Polr &
mempunyai tekad dan komitmen Y%
tinggi untuk  mengamalkan kit
etiknya. Apabila kode etik jerstt
dipatuhi dalam segala it
kehidupan, maka  harapan )

i o310
Hasll wawancara dengan kepala H',J

Folda Gorontalo Kompol Suyanto, SH -'J

tanggal 3 September 2015 di ruangan kel

PFarminal Palda Gorontalo.
Jurnal Legalitas Vel 8 No, 2 Oktobet®

inua insan dan mstitusi Palr
temlpl?a}l; Prtjjhh_\'tnnn | serta dicintai
yans mya akan tercapa 3aik
:j-{;}:;n;ﬂ institusi Poln t.'JL‘F_'._.‘_if.rlll.H]';_’_
ada integritas moral yang tinggl F-‘“dﬁ_
setiap anggotd Polri. -*“nlm]fi‘;'-' palri
adalah institusi  yang paling dekat

Jengan masvarakat schingga jika terjadi
indakan amoral vang dilakukan oleh
u r oknum anggota Polri maka

segelinti : :
. an dapat merusak citra Polri

hal itu ak
cecara kelembagaan.

SARAN

Gerakan kolektif Pemerintah dan
Lapisan masyarakal Gorontalo dalam
bentuk pengawasan terhadap  mafia
hukum yang sering dilakukan  oleh
penegak hukum {polisi). Kita jengan
lelah mengawasi pergerakan  yang
dilakukan oleh oknum-oknum  polisi
yang sering merendahkan harkat dan
martabat manusia terutama dikalangan
masyarakat, karena  memang  Kita
s_E_kar&ng membutobikan cnergy besar
menghadapinya. Khususnva masyarakat
sipil sebagai pemilik  kedaulatan o
negara kita. Kita harus terus melakukan

5
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korektl untuk terus
tatanan hukum

untuk kKepentingan

timdakan

menciptiakan
bermartabat
publik vang lebih adil sesual dengan
vang

vang
dan
peraturan  perundang-undangan
berlaku.

D samping itw, untuk  menekan

tingginya pelanggaran  etika  profesi
kepolisian  khususnva  di  Polda
Crorontalo,  perlu  dilakukan  secara
intensif kegiatan  vang  dikhususkan
meninghkatkan kompetensi dan
pengetahuan personil kepolisian

khususnva terkait dengan etika profesi
kepolisian. Di samping itu, perlunya
kolektif  masvarakat

penyelesaian  kasus

pengawasan
terhadap  proses
pelangearan kode etik yang ditangani
internal  oleh  kepolisian daerah
Gorontalo tetap  dijalankan
berdasarkan prinsip due process of law,
penegakan hukum yang vang tegas dan
adil  sehingga  dengan  demikian
diharapkan mampu mempengaruhi pola
perilaku dan etika personil kepolistan
daerah Gorontalo menjadi lebib haik

dindr

[,
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ﬁLI'\rALIHIS HUKUM WARIS TERKATIT PENJUALAN TANAT
BUDEL OLEH SEBAGIAN AHLI WARI

Mol - Dodot Alhasni Bakunyg

.-I—'-._._._'_'_._'_'_ : -
Abstrak

Judul usulan penelitian, analisis Ilw.!xum WArS lt'rl‘ii:li[ penjuu]:un tanah budel uiLh
sebagian ahli warts. Tanah ?-.ans_an yang u_s-.-.m {!-|;}u:r;u_::|behk_m1 l-;.n=.u ikl
Lonschkwensi dengan para ahli wirisnyi ylulgu bahw; setiap ahli witris berhak s
kepemilikan tanah tersebul. Meski d::[lmkmln apahila tuna_h witrisan tersebut di
pcrjua1 helikan oleh salah satu arang ahli waris dfan telah [-.‘.'J'_l&ldl kesepakatan antara

ihak pi:uju:il tanah warisan tersebut dengan pihak pembelinya, Namun, f;!.'[ulu_h
tanah di jual dan di bawar oleh pembeli secara sah dihadapan saki, ada ahliwans
lain vang sehendarnya juga berhak atas kepemelikan tamali warisan ferschul.
mMempersenghetakan karng merasa dirinva tidak di fkutkan dalam penjualan lanab
warisan tersebut, Dari hipotesa yang peneliti temukan bahwa sahnya penjualan
harta warisan dalam hal ini tanah bodel dalam kompilast hukum lslam bisa saga
dilaksanakan dengan memperbandingkan antara hak-hak  waris i sendini
khususnya antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dengan Lata lnin ahli warss
dengan tanah warisan tersebut tidak menyetujui vntuk adanya peralihan hak alas

E

tanah itu sendiri,

tanah untuk dumiliki oleh orang i sehingea terjzdi sengheta atas jual beli tanah
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A. Latar Belakang
Pada hakikatnya semua manusia
Yang hidup pasti akan meninggalkan
#Uﬂiﬂ ini dan hanya membawa amal
Zal:h semntara harta dan keluarga pasti
e ditingpalk:
- gealkan,

dalar:
Yang. sering terjadi pada
.:;a;iiraka‘ adalzh bukan menimnggalnya
barang
dimang barang
akan i
'kﬂmmnﬂnya_
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vang  ditinggalkan,
-barang terschut nantinya
perazlihan hak  kepada
Cperti hﬂltljﬁ;t tznah dimana tanah.
u““a]g::;!m Undang-Undang No I:'*
“‘*’.'fg'atakan ;unizmg i"nk\.nk_:ﬁgrar|:i
" ahwa, Hak wmilik
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atas

tanah nerupakan hak toron-temunin,
lerkuat  dan
dimiliki orang luas dengan mengingal

terpenub yang  dapat

fungsi  sosial,  dan turun-temurun
menunjukan bahwa hak tersebut dapat
berlangsung terus selama pemilik masih
hidup, dan jika ia meninggal dunia
maka hak terschut dapat  dilanjutkan
oleh ahili warisnva

Berkaitan dengan hal pewarisan
vang merupakan perpindahan hak milik
kepada pihak lain karena pemiliknya
meningeal dunia. Peralihan hak mulik
tejadi di sebabkin olch hokum yang

telah ada dimana dengan meninggalnya







